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  1 BAB I PENDAHULUAN  A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan rangkaian ribuan pulau di sekitar khatulistiwa yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Itulah sebabnya Indonesia dijuluki sebagai Nusantara, yang berarti pulau-pulau yang bertebaran. Secara sosial budaya, kondisi Indonesia merupakan negeri dengan berbagai kultur maupun sistem sosial yang beraneka ragam. Penduduk Indonesia berasal dari berbagai macam ras maupun suku bangsa, memiliki agama, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Mereka menempati bagian-bagian daerah dengan tingkat sosial ekonomi serta tingkat kesejahteraan yang berbeda. Selain itu, masih lebih banyak lagi perbedaan atau kebinekaan dari bangsa ini. Kondisi ini sangat rentan akan munculnya konflik sosial misalnya disebabkan oleh kecemburuan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik. Konflik di Aceh telah terjadi sejak masa DI/TII yang dipimpin oleh Muhammad Daud Beureueh (1953-1959)1, berlanjut lagi selama 30 tahun dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro (4 Desember 1976 – 15 Agustus 2005)2 yang diperparah dengan berlakunya status Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989-1998.3 Konflik ini telah mengakibatkan timbulnya kerugian jiwa, harta benda, hancurnya sumber-sumber ekonomi rakyat, rusaknya fasilitas pendidikan, disharmonisasi _______________ 1 Muhammmad Nur, Tgk. M. Daud Beureueh Peranannya dalam Pergolokan di Aceh,(Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 98. 2Sulaiman Abubakar, Aceh Bakal Lepas: Sejarah Perundingan RI-GAM Hingga Darurat Sipil di Aceh, (Jakarta: Yayasan Iskandar Muda, 2005), hal. 123. 3Ibid., hal. 126. 
2  kehidupan sosial, dan melemahnya semangat persatuan dan kebersamaan sehingga mengarah pada disintegrasi sosial. Dengan demikian demi keutuhan negara, tugas bangsa ini adalah melakukan berbagai upaya proses reintegrasi sosial dalam rangka mewujudkan kondisi damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dari masa pemerintah Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrachman Wahid, Presiden Megawati dan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menerapkan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Dari berbagai upaya damai yang telah rintis selama kurun waktu tiga dasawarsa, akhirnya pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemukan titik terang.  Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang merupakan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada hari Senin tangga 15 Agustus 2005 di Helsinki ibu kota Finlandia merupakan entry point untuk mencapai Aceh yang damai, adil, aman dan bermartabat. Untuk maksud tersebut Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:  1. Penyelenggaraan pemerintah di Aceh, 2. Hak-Hak Asasi Manusia 3. Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, 4. Pengaturan Keamanan, 5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh, 6. Penyelesaian perselisihan. 
3  Nota kesepahamam damai RI-GAM ditandatangani memuat bagian dari pembangunan kesepahaman dan kepercayaan, dan memuat satu set persetujuan prinsip untuk mencapai transisi perang ke damai. Beberapa kondisi yang dijelaskan diatas berimplikasi terhadap tumbuh subur gerakan sosial masyarakat sipil Aceh yang bertujuan menuntut hak sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan lain sebaginya dalam konteks upaya mencapai kondisi demokratis bagi masyarakat Aceh. Implikasi dari perjanjian damai RI-GAM terwujudlah penerapan Syariat Islam di Aceh yang segala ketentuannya diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh. Secara tidak langsung perjanjian damai RI-GAM mengandung muatan dakwah. Karena melalui perjanjian tersebut disampaikan pesan damai sehingga masyarakat Aceh dapat melakukan aktivitas kehidupan, bekerja dan beribadah tanpa harus khawatir dengan konflik yang selama ini melanda Aceh. Melalui perjanjian tersebut Aceh juga diberikan kebebasan untuk mengatur pemerintahan secara otonomi tentunya tidak melanggar UUD 1945 dan konstitusi Negara Republik Indonesia. Melalui perjanjian tersebut Aceh dapat melaksanakan Syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah yang merupakan tujuan dasar perjuangan GAM yaitu membentuk Negara Aceh Darussalam yang berlandaskan hukum Islam.4 Islam merupakan Agama dakwah.Hakikat dakwah itu meliputi tiga hal, yaitu bahwa dakwah itu adalah merupakan sebuah kebebasan, rasionalitas dan _______________ 4Sulaiman Abubakar, Aceh Bakal Lepas…, hal. 34. 
4  universal5.Agama yang mengajak untuk memikirkan klaim terpenting tentang hidup dan mati, kebahagiaan dan siksaan abadi, kebahagiaan dunia dan kesengsaraan, cahaya kebenaran atau kegelapan kepalsuan, kebajikan dan kejahatan, maka dakwah atau misi harus dilakukan integritas penuh dari pendakwah dan objek dakwah. Bila pihak-pihak tersebut merusak integritas ini dengan cara mencari keuntungan memanfaatkan demi tujuan selain kebenaran dari Allah merupakan kejahatan besar dalam dunia dakwah. Dakwah Islam harus dilakukan dengan serius dan diharapkan diterima dengan komitmen yang sama terhadap kebenaran.Objek dakwah harus merasa bebas sama sekali dari ancaman, harus bena-benar yakin bahwa kebenaran ini hasil dari penilainnya sendiri6. Dalam Islam, manusia adalah makhluk Allah SWT. Ketinggian, keutamaan dan kelebihan manusia dari makhluk lain terletak pada akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.Akallah yang membuat manusia memiliki budaya dan peradaban yang tinggi. Akal manusia yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Dan selanjutnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dapat mengubah dan mengatur alam sekitarnya untuk kesejahteraan masa kini dan masa depan7. Universalitas dakwah adalah untuk semua manusia dan tanpa mengenal batasan (universal). Islam memandang semua orang mempunyai kewajiban untuk mendengar bukti dan menerima kebenaran8. Secara harfiah dakwah merupakan masdar dari fi’il (kata kerja) do’a dengan arti ajakan, seruan, panggilan, undangan9. _______________ 5 Moh.Ali Aziz, Ilmu Dakwah,  (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 15. 6Ibid., hal. 16. 7 Ibid., hal. 18. 8 M.Ridho Syabibi, Metodologi Ilmu Dakwah, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 42 9 Ibid., hal. 46. 
5  M.Ridho Syabibi mengistilahkan dakwah dengan suara nubuwwah yang berkumandang menyadarkan umat manusia dari kelalaian dan kesalahan serta mengajak mereka ke jalan Allah10. Di dalam Al-Qur’an, banyak diceritakan kisah-kisah kebaikan dan kedzaliman manusia. Dalam melaksanakan aktifitas dakwah di perlukan sebuah upaya pengelolaan (management) yang efektif dan efisien dengan memperhatikan semua unsur yang terkait didalamnya. Semua unsur tersebut merupakan satu integritas yang mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Permasalahan yang keumudian muncul di tengah-tengah masyarakat Aceh adalah tidak semua masyarakat Aceh memahami isi perjanjian damai (MoU Helsinki) antara pemerintah RI dan GAM dengan baik, sehingga muncul multi tafsir dikalangan masyarakat mengenai MoU Helsinki. Padahal terkandung muatan dakwah dalam MoU tersebut, yang salah satunya adalah muatan damai dan muatan syariah yang selanjutnya dikenal dengan penerapan Syariat Islam di Aceh. Beranjak dari perjanjian damai RI-GAM dan penjelasan tentang dakwah di atas, tertarik dilakukan kajian tentang muatan dakwah yang terdapat dalam perjanjian damai antara pemerintah RI dan GAM pada Senin tangga 15 Agustus 2005 dalam bentuk penelitian dengan judul “Muatan Dakwah dalam Perjanjian Damai RI dan GAM Tahun 2005”  B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah prosesperjanjian damai RI dan GAM pada tahun 2005? _______________ 10 Ibid., hal. 48. 
6  2. Apa sajakah muatan dakwah yang terkandung dalam perjanjian damai RI dan GAM pada tahun 2005? 3. Bagaimanakah bentuk komunikasi dakwah yang terdapat dalam masalah MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat Aceh?  C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui proses perjanjian damai RI dan GAM pada tahun 2005. 2. Untuk mengetahui muatan dakwah yang terkandung dalam perjanjian damai RI dan GAM pada tahun 2005. 3. Untuk mengetahui bentuk komunikasi dakwah yang terdapat dalam masalah MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat Aceh.  D. Manfaat Penelitian Adapun mamfaat  dapat diambil dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. 1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan sebagai wujud aplikasi dakwah bil qalam (tulisan), sejauh mana tulisan mampu digunakan sebagai media penyampai pesan dakwah. 2. Secara praktis penulis malakukan penelitian ini untuk menambah apresiasi pembaca terhadap media dakwah yang berbentuk tulisan (perjanjian).Hal ini terkait dengan anggapan bahwa tulisan adalah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan nilai-nilai religius dalam kehidupan. 
7     E. Sistematikan Penulisan Untuk memudahkan memahami sistem penulisan skripsi ini, maka berikut di ilustrasikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: BAB I : Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II :  Bab II merupakan bab kajian pustaka yang berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. BAB III : Bab III merupakan bab metodologi penelitian berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. BAB IV : Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan. BAB V : Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.  
  8 BAB II KAJIAN PUSTAKA  A. Pengertian Dakwah Dakwah berasal dari bahasa Arab yakni ةد– ا – د(da’a - yad’u - da'watan).Kata dakwah tersebut merupakan ism masdar dari kata da’a yang dalam Ensiklopedia Islam diartikan sebagai “ajakan kepada Islam”.Dakwah dalam praktiknya merupakan kegiatan yang sudah cukup tua, yaitu sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia dibelantara kehidupan dunia ini. Secara umum  persepsi dan pemahaman masyarakat tentang dakwah telah mengalami sedikit perubahan. Misalnya pada masa lalu dan mungkin juga masih tetap pada sebagian masyarakat sekarang, masih mengartikan dakwah secara praktis sama dengan ceramah (tabligh akbar atau khotbah), pengajian dan lainnya.  Dakwah merupakan proses atau kegiatan menyampaikan Syariat Islam kepada manusia melalui pengajian-pengajian di majlis ta’lim atau ceramah pada peringatan hari-hari besar Islam.Dakwah adalah usaha menyeru dan menyampaikan informasi tentang Islam kepada seluruh umat. Konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar dengan berbagai macam cara dan media1.Menurut Nasaruddin dalam Shaleh, dakwah adalah setiap usaha/aktifitas dengan lisan/tulisan dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah SWT.Sesuai dengan garis-garis aqidah dan syari’ah serta akhlak Islamiah2. ________________ 1Nasrudin Razak, Metodologi Dakwah, (Semarang: Toha Putra, 1976), hal.1-2 2Abd.Rosyad Shaleh Manajemen Da’wah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 8-9 
9  Dari beberapa pengertian di atas dakwah berarti pesan-pesan yang disampaikan da’i kepada mad’u yang berisi berbagai aspek kehidupan manusia yang mencakup amar ma’ruf nahi munkar.Proses dakwah harus mengandung sifat mengajak, menyeru, menganjurkan ketaatan kepada Allah. Dakwah dilaksanakan dan diterima secara sadar bukan paksaan, baik dengan lisan, tulisan,dan sebagainya. Dakwah disampaikan atau ditujukan baik secara individu atau    kelompok (masyarakat).Untuk mencapai tujuan, dakwah dilaksanakan secara berencana dan menggunakan alat yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi dengan kata lain dakwah adalah ajakan dan seterusnya kepada umat manusia (individu atau kelompok) dalam bentuk amar ma’ruf nahi munkar, dengan menggunakan sarana untuk mencapai tujuan yang diridhai Allah SWT.  B. Unsur-unsur Dakwah Unsur dakwah adalah segala aspek yang ada sangkut pautnya  dengan proses pelaksanaan dakwah3.Setidaknya ada lima hal yang menjadi unsur dakwah yaitu: 1. Subjek Dakwah Subyek dakwah adalah orang yang melakukan dakwah atau pelaku dakwah yaitu semua muslim dan muslimat yang sudah mukallaf sesuai dengan kemampuan masing-masing4. Dalam melaksanakan tugas seorang da’i dituntut untuk memiliki persiapan dan persenjataan yang kuat, antara lain:  a. Memahami secara mendalam ilmu, makna-makna serta hukum- hukum yang terkandung dalam Al-qur’an dan hadits. b. Iman yang kokoh yang melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada siksa Nya dan mengikuti segala petunjuk Rasul-Nya. ________________ 3Hafi Anshori,  Pemahaman dan Pengalaman Dakwah, (Surabaya: AlIkhlas, 1993), hal. 103 4Abdul Qadir Jailani, Strategi Perjuangan Umat Islam Tahun 2000,(Jakarta: CV Badriyah, 1983), hal. 83. 
10  c. Selalu berhubungan dengan Allah dalam rangka tawakal atau  memohon pertolongan-Nya, ikhlas dan jujur dalam perkataan dan perbuatan5.  2. Obyek Dakwah Obyek dakwah yaitu orang atau masyarakat yang menerima materi-materi dakwah.Yang menjadi obyek dakwah adalah orang-orang yang secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan.Adanya problem, permasalahan, hambatan, tantangan, ujian, cobaan, dan semacamnya, baik internal maupun eksternal, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tabiat jalan perjuangan dakwah. a. Obyek internal Obyek internal sangat banyak, beragam dan bertingkat-tingkat, yang bisa kita klasifikasikan ke dalam lima kelompok dan kategori. Pertama, problem-problem, permasalahan-permasalahan, dan hambatan-hambatan dakwah internal yang bersumber dan berasal dari kondisi internal diri setiap dai sendiri. Kedua, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal setiap kelompok, golongan, organisasi, jamaah, dan pergerakan dakwah yang ada di tubuh kaum muslimin. Ketiga, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal kalangan para dai dan kelompok dakwah secara umum. Keempat, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal ummat Islam dalam lingkup ”rumah besar” Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah. Dan kelima, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal kaum muslimin secara keseluruhan b. Obyek eksternal Obyek yang bersifat eksternal, tentu saja banyak dan beragam sekali. Namun secara umum bisa kita ilustrasikan dan ringkaskan dalam empat poin di bawah ini: ________________ 5Siti Muriah, Metodologi Dakwah Kontemporer, (Yogyakarta: PustakaPelajar Offset,2000), hal. 22-23 
11  1. Berupa makar yang terus-menerus dan bertubi-tubi dari musuh-musuh Islam dan kaum muslimin  2. Kerja sama mereka dalam membuat dan melaksanakan konspirasi terhadap Islam, dakwah Islam dan Ummat Islam 3. Keragaman cara dan strategi mereka dalam upaya-upaya menghambat, menghadang dan menghentikan setiap perjalanan serta laju dakwah Islam, dari kelompok, organisasi, pergerakan dan jamaah manapun. 4. Kekuatan, kecanggihan dan kemodernan sarana serta prasarana yang mereka pakai dan gunakan dalam membuat dan melaksanakan makar atau konspirasi mereka terhadap Islam, dakwahnya, pergerakannya dan kaum muslimin. 3. Materi Dakwah Materi dakwah adalah semua bahan atau sumber yang padat dipergunakan untuk berdakwah dalam rangka mencapai tujan dakwah.Secara garis besar materi dakwah meliputi dua hal yaitu amar ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf adalah suatu ajakan kepada orang lain untuk melakukan kebajikan, sedangkan nahi munkar adalah melarang dan mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah.  Para da’i selama ini dalam penyampaian materi dakwah ada dua macam, yaitu: Pertama, secara tektual. Dakwah tektual adalah penyampaian materi dakwah sesuai dengan teks Al-qur’an dan Hadits, dengan tidak mengurangi atau menambah.Penyampaian materi dakwah tektual ini, tidak menggunakan dalil-dalil akal karena dianggap dapat merusakaturan-aturan yang sudah diatur oleh Islam. 
12  Kedua, secara kontektual. Dakwah kontektual adalah dakwah yang dilakukan dengan cara memperhatikan hal-hal yang ada diluar teks aslinya. Dakwah kontektual melakukan dengan harapan agar dakwahnya lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, yang terdiri dari berbagai macam dan model. Dakwah kontektual selalu memperhati situasi dan kondisi yang akan di dakwahi.Materi dakwah adalah al-Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama dalam aspek ajaran Islam yang meliputi aqidah, syari’ah, dan akhlak, dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya6. a. Aqidah Aqidah adalah kepercayaan terhadap Allah SWT., dan menjadi landasan yang fondamental dalam keseluruhan aktifitas seseorang muslim, baik yang menyangkut sikap mental maupun tingkah lakunya, dan sifat-sifat yang dimiliki7. Adapun aqidah itu sendiri yakni  beriman kepada Allah, beriman kepada Malaikat-Nya, beriman kepada Rasul-rasul-Nya, beriman kepada Kitab-kitab-Nya, beriman kepada hari akhirat, dan juga beriman kepada qadha-qadhar. b. Syari’ah Syari’ah berarti penjelasan atau jalan yang digariskan Allah untuk umat yang tunduk pada hukum-Nya, Islam8.Syari’ah dalam Islam berhubung erat dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan hukum Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur pergaulan hidup antara manusia. ________________ 6Wardi Bachtiar,Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),hal. 33. 7Hafi Anshari, Op.Cit, hal.146 8H.M. Syafaat, Islam Agamaku, (Jakarta: Widjaya, 1981),hal.20 
13  Masalah-masalah yang berhubungan dengan syari’ah tidak saja berbatas hanya ibadah kepada Allah, akan tetapi masalah-masalah yang berkenaan dengan pergaulan hidup antara manusia diperlukan juga. Masalah syari’ah ini meliputi hukum jual beli, rumah tangga, warisan, kepemimpinan dan amal salih lainnya.Begitu juga landasan Allah seperti minum-minuman keras, berzina, mencuri dan sebagainya9. c. Akhlak Akhlak atau moral merupakan perwujudan atau aktualisasi iman dan keislaman seseorang.Akhlak adalah sebagai penyampain keimanan dan keislaman10.Akhlak atau moral merupakan pendidikan jiwa agar seseorang dapat bersih dari sifat-sifat tercela dan berperilaku dengan sifat yang terpuji. Dengan akhlak terbinalah mental dan jiwa seseorang, kalau jiwa baik maka baiklah prilaku, akan tetapi bila jiwa buruk, maka buruklah tindakannya.  Menurut Hafi Anshari, akhlak Islam adalah tata cara atau tata krama seseorang  dalam melakukan hubungan dengan Allah dan sesama makhluk-Nya11. Hal ini untuk membentuk pribadi Muslim yang berbudi luhur dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela. d. Muamalah Islam agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah.Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual.Islam menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi kepada ________________ 9Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: AlIkhilas, 1983), hal. 62 10Ibid., hal. 63 11Ahmad Azhar Ahmad, Faham Akhlak dalam Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000), hal.6 
14  Allah.Ibadah dalam muamalah disini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah.Dan muamalah jauh lebih luas dari ibadah.Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan.Karena itulah shalat jamaah lebih tinggi nilainya daripada shalat munfarid (sendirian) dua puluh tujuh derajat12. e. Ibadah Masalah ibadah merupakan masalah yang langsung menghubunkan antara manusia dengan Allah SWT.Ibadah tersebut meliputi sholat, puasa, zakat, haji, nazar dan sebagainya.Bidang ini biasanya menjadi pokok bahasan ilmu fiqih. f. Sejarah Sejarah adalah peristiwa-peristiwa atau riwayat hidup manusia teladan dan lingkungan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. g. Dasar ilmu dan teknologi Dasar ilmu dan teknologi merupakan petunjuk singkat yang memberikan dorongan kepada manusia untuk mengadakan analisa dan mempelajari isi alam dan perubahan-perubahannya13. h. Berguna bagi orang lain Seseorang muslim hendaknya berguna bagi orang lain, seperti pohon yang sedang berbuah yang akan memberikan buahnya kepada manusia, bahkan ketika mereka melemparinya dengan batu, ia membalas mereka dengan lemparan buah. Dan tidak ragu lagi bahwa pemberian manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan ________________ 12Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 115 13Slamet Muhaemin Abda, Prinsip-prinsep Metode Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), hal.47 
15  balasan atau ucapan terima kasih itu akan memberi pengaruh yang mendalam pada diri mereka dan bisa melicinkan jalan untuk menuju Allah. i. Wawasan pemikiran Seseorang muslim hendaknya ia memiliki wawasan pemikiran yang luas, karena agama sangat menyerukan kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi wajib bagi semua orang menyiapkan diri untuk memberi pemahan kepada umat manusia, dan hendaknya memiliki wawasan pemikiran yang luas, sehingga dapat memahami Islam dengan pemahaman yang benar dan jernih. j. Perhatian terhadap waktu Pejuang Islam hendaknya menjadi orang yang memiliki perhatian terhadap waktunya.Karena waktu adalah kehidupan, sedang kewajiban-kewajiban itu jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia.Orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat perkenan dari Allah dan mendayagunakan waktu dengan baik untuk hal-hal positif yang manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat yang luas14. Al-Mubarak menyimpulkan bahwa materi dakwah adalah sebagai berikut: Pertama, Tauhid. Kedua,Iman kepada hari kiamat. Ketiga, Pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang dapat menimbulkan akibat buruk, dan dengan melakukan hal-hal yang baik dan utama.Keempat, Penyerahan segala urusan kepda Allah.Kelima, Semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad15.Materi dakwah yang berupa totalitas ajaran Islam harus dijelaskan ________________ 14Syaikh Mushthafa Masyhur, Fiqh Dakwah, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2000), hal. 398-400 15Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.47 
16  tentang berapa keistimiwaan yang berlainan dengan ajaran-ajaran lain agar lebih tertarik untuk mengikuti ajaran Islam.  4. Metode Dakwah Metode dakwah adalah cara-cara yang dipakai da’i agar dakwah yang dilakukan bisa diterima oleh orang lain. Metode dakwah yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist menunjukkan ragam yang banyak, seperti hikmah, nasihat yang benar dan mujadalah atau diskusi berbantah dengan cara yang paling baik. Metode ini memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dakwah yang diinginkan. Dari sumber metode tersebut maka timbullah metoda-metoda yang merupakan operasionalisasinya yaitu dakwah denganlisan, tulisan, seni dan bil-hal.Dakwah dengan lisan berupa ceramah, seminar, diskusi, khutbah, saresehan, brainstorming dan lain-lain. Dakwah dengan tulisan berupa buku, majalah, surat kabar, spanduk, pamphlet, lukisan-lukisan dan lain-lain. Dakwah bil-hal berupa perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam, memelihara lingkungan, mencari nafkah dengan tekun, ulet, sabar, kerja keras, menolong sesama manusia dan lain-lain.Berdakwah melalui seni melilputi seni lukis, seni tari, seni suara atau musik16. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa metode dakwah adalah cara-cara atau teknik yang digunakan oleh da’i dalam menyampaikan dakwah dengan tujuan pesan-pesan yang hendak disampaikan dalam dakwah dapat diterima dengan baik oleh mad’u.    ________________ 16Wardi Bachtiar, Op.Cit, hal. 34 
17  5. Media Dakwah Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan17.Sebagai penunjang tercapainya tujuan yang maksimal mungkin apabila ditinjau dakwah sebagai suatu sistem, yang mana sistem ini terdiri dari beberapa komponen (unsur) yang antara komponen satu dengan yang lain saling terkait dan saling membantu dalam mencapai tujuan. Maka dalam hal ini media dakwah mempunyai peranan atau kedudukan yang sama dibanding dengan komponen yang lain. Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat yang menghubungkan pelaksana dakwah dengan penerimanya. Hamzah Ya’qub membagi media dakwah menjadi lima macam, antara lain: a. Lisan, inilah media yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, dan penyuluhan.  b. Tulisan, buku majalah, surat kabar dan lain sebagainya.  c. Lukisan, gambar, karikator dan lain-lain.   d. Audio visual, yaitu alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya.   e. Akhlak, yaitu, perbuatan yang nyata yang mencerminkan ajaran Islam dapat dinikmati serta didengarkan mad’u18.  C. Konsep Perjanjian Damai Perdamaian merupakan pemikiran yang sangat mendasar dan universal karena berkait erat dengan watak ajaran Islam.cita-cita yang diharapkan semua orang adalah hidup damai dengan cara memenuhi segala hak yang melekat pada diri manusia. Dalam kaitan ini, al-Qur’an sebagai sumber pokok ajaran Islam, kemudian ________________ 17 Ibid.,  18Moh. Ali Aziz,  Op, Cit., hal. 120. 
18  diiringi dengan hadits sebagai sumber pokok kedua, mengandung banyak nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam Islam perdamaian dikenal dengan Al-Islah yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.19Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “Ash Shulhu” secara harfiyah mengandung pengertian “memutus pertengkaran”. Dalam pengertian syari’at dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”.20 Menurut Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al- Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar, Ash Shulhu adalah: “akad yang memutuskan perselisihan antara dua pihak yang berselisih”21.Shulhu (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.22 Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka islah mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah ________________ 19 Abdul Aziz Dahlan (et.el), Ensikopledi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2996), hal. 740. 20 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 26. 21 Imam Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, juz I, (Semarang: Toha Putra, 2002), hal. 271. 22 M. Abdul Majid, et al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 1994), hal. 328. 
19  dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya persatuan dan persetujuan, hal ini merupakan suatu kebijakan yang diajarkan oleh syara’. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:  َنُRTِVۡWُXۡٱWََّ[ِإ  َو ۚ_ۡ ُ` ۡَaََأ cَdَۡe ْاgُِhiَۡjَk ٞةَaِۡإ َ َّmٱْاُnَّoٱ  َنWُpَqُۡo _ۡ ُ` َّhrََX١٠    Artinya: Sesungguhnyaorang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujuraat: 10).  Jika perjanjian damai sudah di sepakati dalam perang, maka non muslim dan muslim hidup berdampingan kembali dengan semangat pluralisme, toleransi dan saling menghargai. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Kaafiruun.  ۡuُv  َwُّَjٓ َٰ َنوqُِ{ َٰ` Xۡٱ ١   َنوُُ|rَۡo Tَ ُُ|َۡأ ٓ}َ٢   ُُ|َۡأ ٓTَ َنوُِ| ٰَ _ُۡ[َأ ٓ}ََو٣   ِٞeَ َ۠[َأ ٓ}ََو  _ُّۡoَ|َ  َّT٤  ٓ}ََو  ُُ|َۡأ ٓTَ َنوُِ| ٰَ _ُۡ[َأ٥   cِِد َِXَو _ۡ ُ` ُRِد _ۡ ُ` َX٦ Artinya: (1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. (4) Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah.(6) Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (Q.S. Al-Kaafiruun: 1-6). Dalam al-Qur’an gagasan tentang perdamaian merupakan pemikiran yang sangat mendasar dan mendalam karena terkait erat dengan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya.  Sekurang-kurangnya al-Qur’an menggunakan dua term yang menunjuk kepada makna damai, yaitu term silm atau salm dan kata lain yang seakar dengannya, dan term shulh dan kata lain yang seakar dengannya. Kedua kata ini merujuk kepada makna yang sama. Kata silm atau salm dalam al-Qur’an dapat dilihat antara lain dalam surah Al-Anfaal sebagai berikut. 
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20   Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Anfaal:61).  Konsep damai dalam al-Qur’an, selalu bermuara pada nilai-nilai tauhid.Artinya, substansi dari sebuah kedamaian yang hakiki adalah upaya melepaskan diri dari penghambaan manusia terhadap manusia menuju kepada penghambaan kepada Tuhan. Karena itu, Ibn Amir pernah berkata bahwa kami datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesamanya menuju kepada penghambaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Rabb al-‘Âlamîn, dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari kezaliman menuju keadilan. Mengenai perdamaian diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata.Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan “Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”23 Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.24 Mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian, Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan : “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu ________________ 23Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 1851. 24Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 177-178. 
21  kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.”25 Sedangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Januari 1974  Nomor : 1193 K / Sip / 1973, menurunkan abstraksi hukum sebagai berikut:  “berdasarkan Pasal 1858 BW suatu perdamaian/dading di muka sidang Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan dalam tingkat  akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.26 Tegasnya, perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan demikian perdamaian itu sudah dapat dilaksanakan atas perintah hakim. Ini tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan sama sekali antara dading dan suatu putusan hakim, perbedaan yang terpenting ialah, “bahwa dading tetap merupakan suatu persetujuan yang dapat dibatalkan seperti lain-lain persetujuan sedang suatu putusan hakim yang berparaf tetap. Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading, diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata.Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata).27 Pada tahun 2005 perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditulis dalam satu memorandum of understanding yang berfungsi sebagai dasar untuk mengundang dan mengimplementasikan ________________ 25Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Pasal 1854. 26Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata, (Jakarta : 1977), hal. 151. 27Salim, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Sinar Gragika, 2008), hal. 92. 
22  pemerintahan sendiri di Aceh. Perjanjian perdamaian tersebut belum banyak membicarakan adat, kata tersebut hanya disebut satu kali dalam Pasal 1.1.6 yang menetapkan bahwa qanun-qanun di Aceh harus “menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh”, dan meskipun tidak menyebut kata adat,  Pasal 1.1.7 tentang pembentukannya lembaga wali nanggroe juga tidak kalah pentingnya terhadap proses, revitalisasi lembaga adat di Aceh. Sebagai tindak lanjut dari kesempatan damai tersebut serta untuk mengimplementasikan MoU, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.Dalam Undang-Undang tersebut, keberadaan lembaga adat dijelaskan secara lebih spesifik.Bab XII membicarakan tentang lembaga Wali Nanggroe dan memposisikan Wali Nanggroe sebagai pemimpin adat yang tertinggi di Aceh.Bab XII mendaftarkan 13 (tiga belas) lembaga adat yang harus difungsikan dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.28  D. Teori Kontrak Sosial Dalam rangka mempermudah melakukan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini maka teori kontrak sosial dipandang cocok digunakan sehingga hasilnya tidak mengandung bias.Kontrak sosial terdiri dari dua kata, kontrak dan sosial. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kontrak mengandung arti perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya, atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih ________________ 28Juniarti, Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal, (Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh), hal. 2451 
23  untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.29 Sedangkan sosial  mengandung arti hal yang berkenaan arti hal berkenaan dengan masyarakat; atau suka memperhatikan kepentingan umum.30Kontrak sosial adalah perjanjian dalam bentuk tertulis atau persetujuan yang bersangsi hukum yang dibuat masyarakat.Perjanjian masyarakat dalam ilmu politik sering disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Teori kontrak sosial adalah suatu pandangan yang melihat bahwa kewajiban moral dan politis seseorang bergantung pada suatu kontrak atau perjanjian diantara mereka untuk membentuk suatu komunitas masyarakat yang mereka tinggali.(Friend, n.d).Konsep teori kontrak sosial berakar pada manusia yang pada awalnya memiliki keadaan alamiah (state of nature).Mereka tidak mempunyai pemerintahan dan hukum yang dapat mengatur mereka sehingga hal ini menjadi batu sandungan mereka dalam bermasyarakat. Menurut J.J Rousseau, kontrak sosial menunjukan janji timbal-balik, dan usaha masing-masing pihak dalam kontrak berkaitan dengan kewajiban yang akanmemberikan kepuasan beberapa kepentingan kepada pihak lain yang ada dalam kontrak itu.31Sedangkan kontrak sosial dalam istilah ilmu politik menurut ahli tata negara Inggris, G.H. Sabine seperti yang dikutip oleh M. Hasbi Amiruddin adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya pada seseorang atau kepala lembaga yang disepakati.32 ________________ 29Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.Kamus Besar Bahasa Indoensia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet Ke-1, hal. 458. 30Ibid., hal. 88. 31J. J Rousseau, The Social Contract, Terj. Oleh  Sumardjo, (Jakarta: Erlangga, 1986),  hal. 19. 32Hasbi Amiruddin. Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman (Yogyakarta: UII Press,2000), Cet. Ke-1, hal. 50. 
24  Berbicara tentang sejarah timbulnya teori kontrak sosial, biasanya dikaitkan dengan teori Jean Jacques Rousseau mengenai perjalanan masyarakat.Hal ini wajar, mengingat Rousseau adalah pemikir yang pertama kali menggunakan istilah socialcontract.Teori ini dikemukakan sejak pemikiran politik rasional muncul dimuka bumi ini.Dengan demikian, teori perjanjian ini boleh dikatakan sudah cukup tua dan usang.Tiga tokoh teori ini yang paling dikenal ialah Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau yang masing-masing mempunyai pandangan tersendiri mengenai latar belakang timbulnya teori perjanjian masyarakat tersebut.Thomas Hobbes misalnya, mengikuti jalan pikiran teori-teori perjanjian masyarakat yang memisahkan kehidupan manusia dalam dua suasana, yakni kadaan sebelum ada negara dan keadaam setelah bernegara.33 Menurut Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman bagi manusia, suatu keadaan yang tidak memberikan keadilan dan kemakmuran, tetapi merupakan keadaan sosial yang serba kacau sebagaimana yang bisa kita simpulkan dari pendapat Hobbes bellum omnium contra omnes (peperangan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara seorang dengan semua orang, dan juga antara semua orang melawan semua orang). Dalam keadaan demikian, “hukum” dibuat oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaam di hutan belantara. Dalam keadaan alamiah, struktur sosial politik dan kekuatan belum berbentuk.Manusia bebas melakukan apapun yang dikehendakinya sesuai tuntutan nalurinya.Meskipun demikian, Hobbes berpendapat manusia dalam keadaan alamiah bukanlah sejenis hewan sosial (social animal)seperti yang dikemukakan ________________ 33Cheppy Hericahyono, Ilmu Politik dan Perspektifnya, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), Cet. Ke-1, hal. 201. 
25  Aristoteles.Meski  sama-sama memiliki naluri, manusia berbeda dengan hewan. Naluri hewani mendorong seekor semut atau lebah untuk berkompromi  dan berdamai. Jadi secara instingtif, semut dan lebah memiliki watak sosial.34 Sebaliknya, naluri manusia mendorong seseorang untuk berkompetisi atau berperang. Manusia watak itu membuat manusia berperang satu sama lainnya. Keadaan seperti itulah yang kemudian memaksa akal manusia untuk mencari kehidupan alternatif yang lebih baik dimana manusia dapat mengekang hawa nafsunya.Kehidupan alternatif itu ditemukan Hobbes setelah manusia mengadakan perjanjian untuk membentuk negara.35 Terkait dengan perselihan, terdapat tiga penyebab pokok untuk berselisih Pertama, persaingan yang membuat manusia menyerang agar memperoleh keuntungan, Kedua tiadanya kepercayaan untuk mendapatkan keamanan dan ketiga kejayaan untuk reputasi.Yang pertama mempergunakan kekerasan, agar manusia itu menguasai pribadi manusia lain, istrinya, anak-anaknya, dan ternaknya, yang kedua untuk mempertahankannya; yang ketiga untuk memperoleh kelebihan dalam hal-hal kecil, seperti kata, senyum, pendapat yang berbeda, dan apapun yang menyangkut dengan hal-hal kecil ini.36Rousseau memisahkan kehidupan manusia dalam dua suasana mempersepsikan keadaan alamiah sebagai suatu keadaan sebelum manusia melakukan dosa, yaitu suatu keadaan yang aman dan tentram. Dalam keadaan alamiah itu manusia hidup secara bebas dan sederajat kebebasan manusia adalah kebebasan alami, berupa hak-hak yang tiada tentu dan ________________ 34Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 41. 35Ibid., hal. 43. 36 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung, Mizan, 2000), Cet. Ke-6, hal. 109. 
26  tidak terbatas untuk mengambil apa saja yang menarik minatnya. Hak-hak ini, katanya lebih lanjut, hanya dapat ditegakkan selama manusia itu cukup kuat untuk mempertahankannya.  Tetapi dibalik itu manusia sadar akan ancaman potensial atas kehidupan dan kebahagiannya yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka dalam keadaan alamiah itu. Keadaan alamiah itu juga dapat berubah menjadi keadaan yang apabila terjadi kesenjangan derajat manusia, berbeda dengan Hobbes yang melihat ‘perang’ akibat watak agresif manusia. Jadi secara singkat sejarah timbulnya teori kontrak sosial dapat disimpulkan sebagai berikut: pokok pikiran teori ini ialah mula-mula ada dalam keadaan bebas atau liar dan kemudian mengadakan suatu organisasi kenegaraan yang menjadikan manusia tidak lagi dalam state of nature, tetapi dalam keadaan hidup bermasyarakat atau bernegara. Pelaksanaan ini dicapai melalui kontrak sosial. Teori kontrak sosial yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Rousseau. Rousseau tidak mengenal  pactum subjectionis yang membentuk pemerintah yang ditaati. Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual.Hanya organisasi politiklah yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintahan sebagai pimpinan organisasi itu dibentuk  dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakilnya (gecommitterde). Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya Negara atau “badan koperatif kolektif” yang dibentuk itu menyatakan kemauan umumnya (generalwill) yang tidak dapat khilaf, keliru atau salah, tetapi yang tidak senantiasa progressif.Kemauan umum inilah yang mutlak berdaulat kemauan umum tidak selalu berarti kemauan seluruh rakyat. 
27  Dengan kontruksi perjanjian masyrakat itu, Rousseau menghasilkan bentuk negara yang kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya. Ia adalah peletak dasar paham kedaulatan rakyat  atau jenis negara yang demokratis, yakni rakyat dan penguasa-penguasa negara hanyamerupakan wakil-wakil rakyat. Gagasan Rousseau mengenai negara dan kekuasaan merupakan refleksi kritisnya atas sistem kenegaraan yang berlaku pada masa itu. Negara atau sistem pemerintahan yang bagaimanakah yang ideal menurut Rousseau? Dalam Du Contrat Social, ia mendambakan suatu negara atau sistem pemerintahan yang memberlakukan demokrasi langsung, yaitu suatu sistem kenegaraan dimana setiap warga negara-negara jumlahnya tidak begitu banyak menjadi pembaut keputusan dalam suatu wilayah yang tidak terlalu luas. Rousseau mendambakan negara-negarakota seperti zaman romawi kuno. Di negara-negara kota seperti itu, rakyat dapat menjadi subyek pemerintahan sekalipun berada dibawah kekuasaan negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM tidak dapat dipisahkan dari teori konflik sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kontrak sosial. E. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu tentang muatan dakwah dalam perjanjian atau MoU sepengetahuan penulis belum pernah ada yang melakukan. Namun demikian, sebagai dasar penelitian berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 
28  Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Muslim,37 mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.Metode penelitian ini menggunakan metodologi yang bersifat kepustakaan atau library reseach.Sebab sumber yang digunakan dalam kajian ini adalah buku-buku, baik karya-karya yang ditulis oleh kalangan Islam sendiri maupun oleh kalangan non-muslim (orientalis barat).Dengan menggunakan metodologi diatas, diharapkan memperoleh analisis historis yang objektif mengenai sejarah pengiriman surat-surat dakwah Nabi Muhammad Saw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersebarnya agama Islam ini tidak terlepas dari pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad Saw, yang telah meberikan contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, pandai, cermat, dan mampu membaca situasi dan kondisi pada saat itu. Nabi Muhammad telah menunjukkan, bahwa syiar agama Islam tidak harus dilakukan dengan cara bertatap muka, tetapi beliau mencoba untuk menyiarkan Islam dengan cara tulis menulis, yaitu dakwah bil qalam. Dalam pengiriman surat tersebut, ada beberapa motif yang menyebabkan kenapa hal itu harus dilakukan.  Pertama, imbas Perjanjian Hudaibiyah.Kedua, keberhasilan dalam membentuk kekuatan di Madinah.Ketiga, sebagai perwujudan Islam rahmatan lil‘alamin. Keputusan untuk melakukan upaya penyebaran agama Islam melalui surat ini telah berdasarkan beberapa hal yang menjadi latar belakang. Upaya dakwah dengan cara ini juga sekaligus menunjukkan kemampuan dari Rasulullah dalam memanfaatkan situasi dan kondisi pada saat itu, dan juga penyebaran Islam yang luas ________________ 37 Imam Muslim, Dakwah  Nabi Melalui Surat (Suatu Pendekatan Historis), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008). 
29  ini sebagai bentuk perwujudan dari kedudukan Islam sebagai rahmatanlil ‘alamin, yang mampu menembus dinding-dinding kewilayahan. Inilah terobosan baru yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.dalam menyebarkan agama Islam. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Anton Sujarwo,38penelitian ini mengkaji tentang muatan atau pesan dakwah yang tersaji dalam website UIN Sunan Ampel Surabaya (www.uinsby.ac.id) kolom UINSA pada bulan Mei tahun 2016, dalam penelitian ini akan mengupas secara rinci apa saja pesan dakwah yang disampaikan pada setiap tulisan atau artikel yang di unggah dalam website www.uinsby.ac.id kolom UINSA tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan tentang pesan dakwah yang mendominasi di kolom UINSA pada bulan Mei 2016. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode analisis isi dengan mengunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menganalisis setiap paragraf kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kategori dan sub kategori. Serta juga menganalisa isi pesan yang terkandung di dalamnya.Setelah melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan muatan pesan dakwah yang terdapat dalam website UIN Sunan Ampel Surabaya kolom UINSA pada bulan Mei 2016.Kemudian mendapatkan hasil pesan syariah yang paling dominan, diikuti pesan akhlak dan pesan akidah. Penelitian ini hanya meneliti tentang apa saja pesan dakwah dan apa pesan dakwah yang mendominasi di dalam website UIN Sunan Ampel Surabaya kolom UINSA pada bulan Mei 2016. Maka penelitian tentang masalah respon mahasiswa, dosen atau civitas akademika mengenai website UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai ________________ 38M. Anton Sujarwo, Muatan Dakwah Dalam Website UIN Sunan Ampel Surabaya Kolom UINSA Pada Bulan Mei 2016, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). 
30  media dakwah atau dengan mengunakan pendekatan isi kualitatif dapat diteliti oleh peneliti berikutnya. Penelitian berikutnya dilakukan oleh M. Mukhlis Fahruddin,39dalam penelitian ini, Mukhlis membandingkan antara Piagam Madinah dengan Pancasila.Piagam Madinah memuat ide-ide humanis dalam berbangsa danbernegara yang mempunyai relevansi dengan perkembangan dankeinginan masyarakat dunia, bahkan kini telahmenjadi pandanganhidup modern.Kesamaan Idedalam Konstitusi Piagam Madinah jugaada dalam pikiran para tokoh pendiri bangsa Indonesia, yang terlihatdalam Piagam Jakarta yang kemudian muncullah Pancasila.MuatanPiagam MadinahdanPancasila memiliki kesamaan sebagai kalimahSAWatau Perjanjian Luhur bagi masyarakat yang berperi kemanusiaan(Humanis).Pancasila merupakan perjanjian luhur seluruh elemenbangsa untuk membangun, mencintai dan mempertahankan Indonesia.Sedangkan Piagam Madinah merupakan perjanjian luhur untukmempertahankan negara Madinah. Keduanya sama-sama memuat asasdan prinsip antara lain: kearifan, persaudaraan, persamaaan,toleransi, musyawarah, tolong menolong, dan keadilan. ________________ 39 M. Mukhlis Fahruddin, Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila: Analisa Perbandingan, (Jurnal Studi Islam Ulul Albab (Vol 12, No 1 page. 2011. Publisher: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 
  31 BAB III METODOLOGI PENELITIAN  A. JenisPenelitian Jenispenelitian yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitiankualitatifWaqdandan Taylor sebagaimanadikutipLexy.J.Moelong, mendefinisikanpeneltiankualitatifsebagaiprosedurpenelitian yang menghasilkan data deskriptifberupa kata-kata tertulisataulisandari orang-orang yang diamati1.Menurut Creswell dalamFurchanmengemukakanbahwapendekatankualitatifadalahpendekatanuntukmembangunpernyataanpengetahuanberdasarkanperspektifkonstruktif (misalnya,  makna-makna yang bersumberdaripengalamanindividu, nilai-nilaisosialdansejarahdengantujuanuntukmembangunteoriataupolapengetahuantertentu), atauberdasarkanperspektifpartisipatori. Dengan kata lainpenelitiankualitatifbermaksudmenggalimaknaprilaku yang berbedadibaliktindakanmanusia2.  Paradigmapenelitiankualitatif di antaranyadiilhamifalsafahrasionalisme yang menghendakiadanyapembahasanholistik, sistemik, danmengungkapkanmakna di balikfaktaempiris sensual.Secaraetimologis, metodologipenelitiandenganpendekatanrasionalistikmenuntut agar objek yang ditelititidakdilepaskandarikonteksnya; _______________ 1LexyJ.Moloeng, MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung :RemajaPosdaKarya, 2003), hal. 3. 2FurchanArif, PengantarPenelitiandalamPendidikan, (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2004), hal. 241. 
32  atausetidaknyaobjekditelitidenganfokusatauaksentuasitertentu, tetapitidakmengeliminasikonteksnya. MeminjamistilahMoleongpenelitiankualitatifbertolakdariparadigmaalamiah.Artinya, penelitianinimengasumsikanbahwarealitasempiristerjadidalamsuatukontekssosio-kultural, salingterkaitsatusama lain. Karenaitu, setiapfenomenasosialharusdiungkapsecaraholistik3.  B. SumberdanJenis Data Data dalampenelitianinibersumberdaridokumentasiMoU Helsinki danjugadokumen-dokumenlainnya yang berkaitandenganperjanjiandamaiantaraPemerintah RI dan GAM. Berdasarkansumbernya, data dalampenelitianinidapatdikelompokkanmenjadidua, yaitusumber data primer dansumber data sekunder.Adapunpenjelasanlebihrincinyaadalahsebagaiberikut: 1. Data Primer  Data primer merupakan data yang mempunyaikedudukan yang paling pentingdiantara data laindalampenelitian4. Data primer dalampenelitianiniadalah data yangdiperolehdarisubyek yang menggunakanalatpengambilan data langsungdarisubyeksehinggadapatmenjawabrumusanmasalah yang ada.Data dalampenelitianinimeliputinota perjanjiandamai RI dan GAM Tahun 2005. _______________ 3U. Maman, MetodologiPenelitian Agama: TeoridanPraktik, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), hal. 71-72 4Bungin, Burhan, MetodologiPenelitianKuantitatifKomunikasi, Ekonomi,  danKebijakanPublikIlmu-ilmuSosialLainya, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 107 
33  2. Data Skunder Data skunderadalah data yang diperolehataudikumpulkanolehorang yang melakukanpenelitiandarisumber-sumber yang telahada.Dalampenelitianinipenulismenggunakansegala data yang berhubungandengantema yang bersangkutanyaitutentangmuatandakwahdalam notaperjanjiandamai RI dan GAM Tahun 2005.  C. TeknikPengumpulan Data Adapunteknikpengupulan data yang digunakandalampenelitianiniadalahsebagaiberikut: 1. Kajianteks Metodekajianteksadalahmetodepengumpulan data dengancaramengkajipada“ bagaimana” (how)pesanatautekskomunikasi, agar dapatmengetahuiisiteksdanbagaimanapesanitudisampaikan5. 2. Studidokumentasi Metodedokumentasiadalahsuatupenyelidikan yang mengaplikasikanmetodepemecahanilmiah yang besumberpadadokumen-dokumenpenyelidikanmengenaimasalahsekarang, disampingpenyelidikanmengenaisesuatu yang sudahterjadi6.Dokumen yang dibutuhkandalampenelitianinimeliputiNota KesepahamanantaraPemerintahRepublikIndonesia  danGerakan Aceh MerdekaTahun 2005. _______________ 5Alex Sobur, AnalisisTeks Media, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2006), hal. 68. 6WinarnoSurahmad, DasardanTeknik Research, (Bandung :Tarsito, 2003), hal. 123 
34   D. TeknikAnalisis Data Setelah data dapatdikumpulkansesuai yang diharapkandalampenelitian, makalangkahberikutnyaadalahmenganalisisataumemberiinterpretasiterhadapdata.Dalammenganalisis data, penulismenggunakananalisisisi (content analysis),7yaituteknik yang dapatdipergunakanuntukmenganalisis data yang berupaMuatanDakwah.Teknikanalisisisidigunakanuntukmenganalisisisidarisuatuwacanaberupateksperjanjian.Lebihdariitu, kajiananalisisisijugadapatmengantarpenelitiuntukmembuatinferensi-inferensi yang dapatditirudansahih data denganmemperhatikankonteksnya.Singkatnya, analisiskontendigunakanuntukmenyusuninterpretasipenelitian yang sesuaidankomprehensif.Sesuaiprosedurnya, langkah-langkahpenelitian yang menggunakanteknikanalisiskontenadalahsebagaiberikut: 1. Menganalisisisiperjanjiandamai RI dan GAM 2. Menganalisiskomponenmuatan yang terkandungdalamnota perjanjiandamai RI dan GAM 3. Menyusunkeseluruhandarihasilanalisis, sehinggamendapatkangambarandiskriptiftentangmuatandakwahdalamperjanjiandamai RI dan GAM.  Berkaitandengananalisiswacana, analisiskontendigunakanuntukduatuuanyaitutujuandeskriptif (mendeskripsikanstrukturdanisiwacana) danbertujuaninferensial _______________ 7Lexi J. Moloeng, MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung :RemajaRosdakarya, 1991), hal. 47 
35  (mengiferensialkanataumembuatkesimpulansuatumaksuddanakibatdipakainyasuatuwacana). Sebagaimanametodekualitatif, dasarpelaksanaanmetodeanalisisisiadalahpenafsiran.Apabila proses penafsirandalammetodekualitatifmemberikanperhatiankepadasituasialamiah, makadasarpenafsirandalammetodeanalisisisimemberikanperhatianpadaisipesan. Olehkarenaitulah, metodeanalisisisidilakukandalamdokumen-dokumen yang padatisi8. _______________ 8Ibid.,hal. 49. 
  35 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  A. Hasil Penelitian 1. Proses perjanjian damai RI dan GAM pada tahun 2005 Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Sudah 12 tahun silam, peristiwa bersejarah tercipta untuk tanah Aceh.Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk berdamai setelah terlibat konflik 29 tahun yang merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.Perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden kala itu, Jusuf Kalla, ditandatangi di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. Konflik di Aceh akhirnya berhenti sejak ditandatanganinya perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. MoU Helsinki tentu bukan satu-satunya perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani oleh Pemerintah RI dan GAM. Pada 12 Mei 2002, difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator, perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM ditandatangani, perjanjian ini dikenal dengan 
36  nama Kesepakatan Jeda Kemanusiaan (humanitarian pause), yang umumnya tidak bertahan lama.1 Karena dalam prakteknya, pemerintah daerah, pihak kepolisian daerah, organisasi masyarakat sipil, institusi keagamaan dan tokoh masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan Jeda Kemanusiaan ini.Perjanjian damai kedua kembali terjadi ketika Henry Dunant Center (HDC) sekali lagi menjadi mediator, kedua pihak kembali menandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan. Namun hal yang sama kembali terulang, perjanjian ini gagal dijalankan, kedua pihak belum saling percaya dan belum sepenuhnya bersedia menjalankan isi CoHA.2Kemungkinan besar salah satu faktor gagalnya perjanjian ini adalah karena ketidakterlibatan masyarakat sipil dalam proses perundingan dan perumusan butir kesepakatan, jika ini benar maka kesalahan yang sama kembali diulang. Berbeda dengan kedua perjanjian di atas, MoU Helsinki sampai saat ini dapat dikatakan berhasil karena sudah 12 tahun proses perdamaian di Aceh dapat dijaga walaupun ada tuntutan dan keluhan bahwa belum sepenuhnya keseluruhan isi perjanjian (MoU) dilaksanakan. Karena itu menarik untuk melihat apa saja yang terjadi ketika proses negosiasi sedang berlangsung, dan kemudian diakhiri dengan penandatangan MoU. Studi ini menjadi penting karena dengan mempelajari proses negosiasi yang terjadi, maka kita dapat memberikan rekomendasi agar kesalahan-kesalahan yang sama dalam dua perjanjian sebelumnya yang kembali terjadi pada _______________ 1Abdul Rachman Patji, dkk.,Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh: Studi tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Aceh, (Jakarta, LIPI, 2004), hal. 187. 2The Cessation of Hostilities Agreement / CoHA) pada tanggal 09 Desember 2002 di Geneva, Swiss 
37  MoU, dapat dicari pemecahannya agar proses perdamaian yang berkelanjutan di Aceh dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Setelah melalui diskusi yang panjang (dari Januari hingga Juli 2005), ada 5 putaran yang dilalui oleh pihak Pemerintah RI dan GAM sebelum sampai pada penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.  1. Putaran pertama berlangsung pada 27-29 Januari 2005;  2. Putaran kedua berlangsung pada 21-23 Februari 2005;  3. Putaran ketiga berlangsung pada 12-16 April 2005;  4. Putaran keempat berlangsung pada 26-31 Mei 2005; dan  5. Putaran kelima berlangsung pada 12-17 Juli 2005.3 Akhirnya kesepakatan bersama antara Pemerintah RI dan GAM yang dikenal dengan MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005.Banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu faktor kuat yang menyebabkan kedua pihak kembali mau duduk bersama adalah faktor tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004.Tsunami telah memporak-porandakan Aceh, bukan hanya kerugian materil tetapi tragedi ini telah menewaskan ribuan lebih manusia yang ada di Aceh.4 Kejadian ini telah menggugah hati kedua belah pihak yang tengah berkonflik.Ada semacam kesadaran bersama untuk memikirkan cara terbaik dalam membangun kembali Aceh ke depan. Tsunami merupakan faktor pendukung yang menyebabkan kedua pihak akhirnya mau duduk bersama untuk kembali memikirkan bagaimana menciptakan perdamaian di Aceh. Adalah Farid Husain,orang _______________ 33Abdul Rachman Patji, dkk.,Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh: Studi tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Aceh, (Jakarta, LIPI, 2004), hal. 187 4Moch. Nurhasim, Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI – GAM dalam Perundingan Helsinki), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 86. 
38  kepercayaan Jusuf Kalla yang sesungguhnya sangat berjasa dalam menghantarkan kedua pihak menuju Helsinki.5 Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) antara pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan peristiwa bersejarah dalam tiga puluh tahun konflik di Aceh.Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan MoU Helsinki segera setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian itu.Kondisi ekonomi masyarakat diharapkan segera meningkat berbarengan dengan stabilnya kondisi keamanan. Namun begitu, sejak upaya pelaksanaan MoU Helsinki, jenis konflik telah berubah dari konflik vertikal, antara pemerintah pusat dengan GAM menjadi konflik horizontal antar komponen masyarakat, terutama berkaitan dengan distribusi kompensasi ekonomi bagi mantan anggota GAM dan penguasaan aset-aset ekonomi dan politik oleh para mantan kombatan.Tak dapat dipungkiri bahwa MoU Helsingki merupakan sebuah anugerah sebagai produk dari hasil perjuangan selama tiga dekade lebih. Satu hal yang sangat menarik dan menonjol pasca MOU Helsingki adalah adanya transformasi Gerakan Aceh Merdeka menjadi Gerakan politik, yang diwujudkan dalam Partai Aceh. Proses transformasi ini sendiri memberikan warna tersendiri dalam dinamika perpolitikan Aceh. 2. Muatan Dakwah yang Terkandung dalam Perjanjian Damai RI dan GAM pada Tahun 2005  Perjanjian damai RI dan GAM pada tahun 2005, mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh, dan dampak yang paling nyata bagi masyarakat adalah perdamian.Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI _______________ 5Moch.Nurhasim, Konflik dan Integrasi..., hal. 86. 
39  dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka dilahirkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera serta memberikan kebebasan bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan.Setidaknya ada tiga kategori muatan dakwah dalam perjanjian damai RI dan GAM, yaitu muatan ibdah/syari’ah dan kesejahteraan/ekonomi. a. Ibidah/Syari’ah Muatan dakwah dalam perjanjian damai RI dan GAM diberikan kebebasan kepada Aceh melalui pembentukan qanun-qanun di DPR Aceh, yang dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, pada poin: 1.1.1 Disebutkan bahwa undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.6 Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan Syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun _______________ 6TIM Sosialisasi Aceh Damai. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, hal. 5. 
40  ketentuan hukum publik antara lain Qanun maisyir (judi), khamar (minuman keras), khalwat (mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai Qanun yang dinyatakan berlaku di Aceh. Berkaitan dengan penegakan Syariat Islam di Aceh, melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pada BAB XVII tentang “SYARI’AT ISLAM DAN PELAKSANAANNYA” Pasal 125 (1) Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah,syar’iyah dan akhlak. (2) Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah(hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan),tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari’at Islamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.7  Dalam pasal 125 ini jelas menunjukkan bahwa melalui MoU Helsinki telah lahir undang-undang yang mengatur penegakan Syariat Islam di Aceh. Syari’at Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan ummat manusia. Hukum atau peraturan dalam menjalankan dan mengamalkan agama Allah termasuk syari’at Islam. peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia, baik hubungannya terhadap Allah, maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan.Muatan Syaria’ah yang terkadung dalam MoU Helsinki dapat dilihat dari penerapan Syari’at Islam di Aceh yang kemudian di atur dalam qanun-qanun oleh Pemerintah Aceh secara otonomi. Semangat mewujudkan syariat Islam melalui proses panjang dan membuahkan hasil. Dengan adanya Udang-Undang No. 11 tahun 2006, Aceh memiliki landasan hukum dan kesempatan untuk melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh di segala aspek kehidupan masyarakat.Namun setelah Aceh _______________ 77Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BAB XVII, pasal 125, hal. 47. 
41  mengantongi Qanun Syariat Islam, penerapan-penerapannya senantiasa mengalami penolakan dari masyarakat yang pada akhirnya menjadi pelengkap daftar pemicu konflik yang menodai perdamaian Aceh. Berbagai produk politik pemerintah Aceh yang berlatarbelakang aspek keagamaan sering dipertanyakan dan diperdebatkan. Padahal landasan hukum tentang syariat Islam sebagaimana pada pasal 126 berikut. (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati danmengamalkan syari’at Islam. (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajibmenghormati pelaksanaan syari’at Islam.8  Dalam pasal 126 di atas mengindikasikan bahwa seluruh masyarakat Aceh dan masyarakat non muslim yang berada di Aceh harus menghormati penegakan Syariat Islam di Aceh. Seiring penegakan syariat Islam, misalnya pemberlakukan hukuman cambuk selalu mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari Komnas HAM yang selalu menyebutkan bahwa hukuman cambuk bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Padahal dalam pasal 127 disebutkan Pemerintah Aceh bertanggung jawab atas penegakan syariat Islam. (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kotabertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’atIslam. (2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjaminkebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agamayang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umatberagama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yangdianutnya. (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahankabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnyauntuk pelaksanaan syari’at Islam. (4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dariPemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yangmemperhatikan peraturan perundang-undangan.9 _______________ 8Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BAB XVII, pasal 126, hal. 47. 
42   Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syari’at Islam.Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari’at Islam.Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan diberikan kewenangan oleh Indonesia kepada Aceh, seiiring bejalannya waktu pelaksanaan syariat Islam semakin berkembang meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum tersebut.Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran Ulama, Umara dan dukungan dari masyarakat.Namun, hingga sekarang belum terealisasi dengan sempurna.UUPA masih dalam perkembangan dan belum ada persetujuan dari semua pihak, baik dari elemen pemerintahan provinsi maupun pemerintahan di tingkat nasional. Untuk mewujudkannya dibentuk mahkamah syariah yang dalam UUPA tercantum dalam BAB XVIII tentang “MAHKAMAH SYAR’IYAH” Pasal 128 (1) Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistemperadilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yangdilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruhpihak mana pun. (2) Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orangyang beragama Islam dan berada di Aceh. (3)  Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwalal-syakhsiyah (hukum                                                                                                                                                                     9Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BAB XVII, pasal 127, hal. 47. 
43  keluarga), muamalah (hukum perdata),dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah(hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah(hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Qanun Aceh.10  Hukum secara umum belum mutlak dinamakan Syari’at Islam dalam era modern.Sebab hukum yang bersumber dari Allah (seperti Syari’at Islam) dinamakan hukum samawi, sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia disebut hukum wadh’i/Ardhi.Syari’at Islam sebagai hukum samawi berlaku mutlak sedangkan hukum wadh’i sifatnya berlaku relatif hanya berdasarkan kepada kepentingan dan kebutuhan manusia dalam masa-masa tertentu. Pasal 129 (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh duaorang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranyaberagama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapatmemilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukumjinayah. (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatanjinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undangHukum Pidana berlaku hukum jinayah. (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Acehberlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.11  Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi _______________ 10Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BAB XVIII, pasal 128, hal. 48. 11Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BAB XVIII, pasal 129, hal. 48 
44  Islam, melainkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, ada suatu pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam tentang kedudukan Qanun Jinayat itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. b. Kesejahteraan/Ekonomi Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.12Dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, pada poin 1.3 tentang Ekonomi disebutkan bahwa: 1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia). 1.3.2 Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.  1.3.3 Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. 1.3.4 Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.  _______________ 12Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 24. 
45  1.3.5 Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.  1.3.6 Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.  1.3.7 Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.13  Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.Dalam UUPA tahun 2006 pada BAB XXII tangtang “PEREKONOMIAN” Pasal 154 (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbukadan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistemperekonomian nasional. (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asaskekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan danberwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuankabupaten/kota yang ada di Aceh. (3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkanprinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan,penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluangdan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomikelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagipengusaha dan pekerja.14  Dalam BAB XXII hanya menjelaskan prinsip dasar, arah perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, perikanan dan kelautan, perdagangan dan investasi, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang, dan _______________ 13TIM Sosialisasi Aceh Damai. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, hal. 15. 14Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BAB XXII, pasal 154, hal. 54 
46  Infrastruktur Ekonomi. Seharusnya dalam bagian Prinsip Dasar itu adanya tertera hak Aceh mendapatkan 70% dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) di Aceh. MoU Helsinki mempunyai kelemahan, karena tidak ada penjelasan isi dari setiap poin. Salah satu poin adalah Aceh berhak menguasai 70% hasil dari Sumber Daya Alam di Aceh. Maksud berhak mendapatkan 70% dari hasil SDA di Aceh tidak ada suatu penjelasan. Sehingga 70% itu akan menimbulkan multi tafsir antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Apakah 70% hasil dari SDA itu secara mutlak dikelola oleh Aceh tanpa adanya campur tangan Pemerintah Pusat? Atau hanya sebagai penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh setiap tahunnya dan harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jika kita lihat sekarang ini bahwa Aceh tidak akan pernah mendapatkan 70% dari hasil Sumber Daya Alam itu. Dalam UUPA BAB XXIIPasal 160 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaanbersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada didarat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. (2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk ataumembentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. (3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukaneksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dangas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrakkerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah danPemerintah Aceh. (4) Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenaikontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintah.15  Sistem perekonomi di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional _______________ 15Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BAB XXII, pasal 160, hal. 56 
47  yang diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demikrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh. Sebagai implementasi dari MoU, sistem perekonomian di Aceh diatur tegas dalam UUPA (UU No. 11/2016). Melalui tahapan panjang dalam pembahasan di DPR RI, pemerintah menyetujui arah perekonomian Aceh, antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.Untuk mendukung kegiatan perekonomian sebagaimana yang telah diatur dalam UUPA, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh akan membangun infrastruktur untuk menyokong kegiatan perekonomian masyarakat Aceh.16 3. Bentuk Komunikasi Dakwah dalam MoU Helsinki dalam Kehidupan Masyarakat Aceh  Komunikasi dakwah adalah komunikasi yang unsur-unsurnya disesuaikan visi dan misi dakwah.Komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang khas dimana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan.Berkaitan dengan MoU Helsinki, bentuk-bentuk komunikasi dakwah yang terdapat didalamnya, bila dikaji dari segi isi MoU tersebut maka terdapat dua bentuk komunikasi dakwah yaitu komunikasi verbal dan komuniasi non verbal. _______________ 16Sofyan A. Djalil dan Bambang Darmono, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk AMM, (Banda Aceh, 2006), hal. 62-63. 
48  a. Bentuk komunikasi verbal dalam Mou Helsinki Bentuk komunikasi verbal dalam MoU Helsinki dapat dilihat dari proses perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik yang mewakili pemerintah RI maupun yang mewakili GAM. Komunkasi dakwah  secara sederhana memberikan pengertian komunikasi. Seseorang yang berkomunikasi berarti mengharapkan agar orang lain dalam hal ini yang diajak berkomunikasi untuk dapat ikut berpartisipasi atau tindakan sama sesuai dengan tujuan, harapan atau isi pesan yang disampaikan. Dengan penekanan bahwa komunikasi berarti upaya untuk mengadakan persamaan atau commonness dengan orang lain dengan cara menyampaikan keterangan, berupa suatu gagasan ataupun sikap. Dengan berkomunikasi sebenarnya mengharapkan atau bertujuan terjadinya perubahan sikap atau tingkah laku orang lain untuk memenuhi harapan sebagaimana pesan disampaikan. Perubahan sikap dan tingkah laku akibat dari proses komunikasi adalah perubahan sikap yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh komunikator pada komunikasi akan mempengaruhi sikap komunikan sejauh kemampuan komunikator dalam mempengaruhinya. Secara umum komunikasi memiliki kecenderungan menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya lebih umum, baik tentang informasi yang sifatnya ilmiah ataupun yang lainnya.Komunikasi sendiri memiliki banyak keterkaitan dengan keilmuan-keilmuan umum seperti psikologi, serta ilmu-ilmu sosial lainnya.Kecenderungan umum keilmuan komunikasi pada dasarnya dilatar belakangi 
49  oleh sifat komunikasi yang bisa masuk dalam setiap keilmuan serta kebutuhan keilmuan-keilmuan lain tersebut dengan pengetahuan komunikasi. b. Bentuk komunikasi non verbal dalam Mou Helsinki Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan tidak dengan menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang menngunakan gerak tubuh, sikab tubuh,vocal yang bukan kata-kata, kontak mata, expresi muka, kedekatan jarak dan sentuhan.atau dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian disekeliling situasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan.Dengan komunikasi nonverbal orang dapat mengekspresikan perasaannya melalui ekspresi wajah dan nada atau kecepatan bicara.Misalnya seorang pemimpin berbicara dengan suara yang keras dan wajah yang merah padam, itu menandakan bahwa pimpinan tersebut sedang marah pada karyawaan tersebut. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal.Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis.Secara teoritis komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan.Namun dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Tanda-tanda komunikasi nonverbal belumlah dapat diidentifikasikan seluruhnya tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa cara kita duduk, berdiri, berjalan, berpakaian, semuanya itu menyampaikan informasi pada orang lain. Tiap-tiap gerak yang kita buat dapat menyatakan asal kita, sikap kita, kesehatan, bahkan keadaan psikologis kita.Misalnya gerakan-gerakan yang mengerutkan alis, mengigit 
50  bibir, menunjukkan dengan jari, tangan dipinggang, melipat tangan bersilang didada ssemuanya mengandung arti tertentu. Terdapat lima fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal: 1. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya, saya menggelengkan kepala. 2. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah katapun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. 3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya anda ‘memuji’ prestasi teman dengan mencibirkan bibir, seraya berkata “Hebat, kau memang hebat.” 4. Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. 5. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, anda mengungkapkan betapa jengkelnya anda dengan memukul meja. Dengan berkomunikasi sebenarnya mengharapkan atau bertujuan terjadinya perubahan sikap atau tingkah laku orang lain untuk memenuhi harapan sebagaimana pesan disampaikan. Perubahan sikap dan tingkah laku akibat dari proses komunikasi adalah perubahan sikap yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh komunikator pada komunikasi akan 
51  mempengaruhi sikap komunikan sejauh kemampuan komunikator dalam mempengaruhinya.  B. Pembahasan Hasil Penelitian Lafal akad berasal dari lafal Arab Al-Aqd yang berarti perikatan perjanjian dan pemufakatan al-ittifaq.Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan denganpertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.17Perjanjianlah yang akhirnya menghasilkan perdamain di Aceh yang dikenal dengan itilah MoU Helsinki. Konflik di Aceh akhirnya berhenti sejak ditandatanganinya perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. MoU Helsinki tentu bukan satu-satunya perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani oleh Pemerintah RI dan GAM. Pada 12 Mei 2002, difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator, perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM ditandatangani, perjanjian ini dikenal dengan nama Kesepakatan Jeda Kemanusiaan (humanitarian pause). Perjanjian ini tidak bertahan lama. Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) antara pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan peristiwa bersejarah dalam tiga puluh tahun konflik di Aceh.Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan MoU Helsinki segera setelah penandatanganan kesepakatan _______________ 17M. Syakir Sula… hal. 38. 
52  perdamaian itu.Kondisi ekonomi masyarakat diharapkan segera meningkat berbarengan dengan stabilnya kondisi keamanan.Perjanjian damai RI dan GAM pada tahun 2005, mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh, dan dampak yang paling nyata bagi masyarakat adalah perdamian.Setidaknya ada dua kategori muatan dakwah dalam perjanjian damai RI dan GAM, yaitu muatan perdamaian dan muatan syari’ah. Dampak perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM menghasilkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). UUPA adalah undang-undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonami Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006. Dalam UUPA setidaknya ada tiga kategori muatan dakwah dalam perjanjian damai RI dan GAM, yaitu muatan ibdah/syari’ah, pendidikan, kesejahteraan/ekonomi. Dalam pasal 125 ini jelas menunjukkan bahwa melalui MoU Helsinki telah lahir undang-undang yang mengatur penegakan Syariat Islam di Aceh. Syari’at Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan ummat manusia. Hukum atau peraturan dalam menjalankan dan mengamalkan agama Allah termasuk syari’at Islam. peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia, baik hubungannya terhadap Allah, maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan.Muatan Syaria’ah yang terkadung dalam MoU Helsinki dapat dilihat dari 
53  penerapan Syari’at Islam di Aceh yang kemudian di atur dalam qanun-qanun oleh Pemerintah Aceh secara otonomi. Dalam BAB XXII hanya menjelaskan prinsip dasar, arah perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, perikanan dan kelautan, perdagangan dan investasi, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang, dan Infrastruktur Ekonomi. Seharusnya dalam bagian PRINSIP DASAR itu adanya tertera hak Aceh mendapatkan 70% dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) di Aceh. Perdamaian memang penting, namun harus berjalan beriringan dengan pemenuhan keadilan bagi korban. Artinya, perdamaian harus disertai pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini tentu seiring dengan apa yang diungkapkan oleh staf Senior ELSAM Amiruddin al Rahab, “Perdamaian Helsinki harus dirawat dan dikembangkan dengan membangun dan juga merawat keadilan di Aceh berkaitan dengan pelanggaran HAM. Disinilah pertaruhan Aceh Indonesia ke depan.18Kalau perdamaian harus berjalan beriringin dengan penegakan keadilan maka tentu saja keduanya (perdamaian dan keadilan) tidak perlu dipertentangkan. Situasi di Aceh saat ini memperlihatkan kepada kita bahwa memelihara perdamaian jauh lebih penting daripada yang lainnya. Semua pihak harus ambil bagian dalam proses pemeliharaan perdamaian. Kalau dilihat sesaat, pernyataan ini seakan-akan menomorsatukan perdamaian di atas isu lainnya termasuk upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan.Perdamaian yang terjadi di Aceh harus _______________ 18 Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, Demi Kebenaran dan Keadilan di Aceh (Catatan Ide Rumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh), Jakarta: KPK Aceh, 2008, hal. 70 
54  dipandang sebagai sebuah upaya bersama antara Pemerintah RI, GAM dan Pemerintah Aceh dalam menghormati MoU.Perdamaian tidak harus dipertentangkan dengan keadilan tetapi juga keadilan tidak boleh dikorbankan demi perdamaian. Komunikasi dakwah adalah komunikasi yang unsur-unsurnya disesuaikan visi dan misi dakwah. Komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang khas dimana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Berkaitan dengan MoU Helsinki, bentuk-bentuk komunikasi dakwah yang terdapat didalamnya, bila dikaji dari segi isi MoU tersebut maka terdapat dua bentuk komunikasi dakwah yaitu komunikasi verbal dan komuniasi non verbal. Komunikasi memiliki kecenderungan menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya lebih umum, baik tentang informasi yang sifatnya ilmiah ataupun yang lainnya.Komunikasi sendiri memiliki banyak keterkaitan dengan keilmuan-keilmuan umum seperti psikologi, serta ilmu-ilmu social lainnya.Kecenderungan umum keilmuan komunikasi pada dasarnya dilatar belakangi oleh sifat komunikasi yang bisa masuk dalam setiap keilmuan serta kebutuhan keilmuan-keilmuan lain tersebut dengan pengetahuan komunikasi. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal.Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis.Secara teoritis komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan.Namun dalam kenyataannya, 
55  kedua jenis komunikasi ini saling jalin menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Perdamaian RI-GAM memiliki dampak yang sangat luas dan tidak hanya sebatas bebas dari perang bersenjata.Maknanya perdamaian dapat diterjemahkan ke dalam banyak hal sehingga berimplikasi langsung kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat.Semangat mewujudkan Syariat Islam melalui proses panjang dan membuahkan hasil. Dengan adanya udang-undang No. 11 tahun 2006, Aceh memiliki landasan hukum dan kesempatan untuk melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh di segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah Aceh mengantongi Qanun Syariat Islam, penerapan-penerapannya senantiasa mengalami penolakan dari masyarakat yang pada akhirnya menjadi pelengkap daftar pemicu konflik yang menodai perdamaian Aceh.Berbagai produk politik pemerintah Aceh yang berlatarbelakang aspek keagamaan sering dipertanyakan dan diperdebatkan. 
  56 BAB V PENUTUP   A. Kesimpulan Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasan yang telahdilakukanpadababsebelumnya, makadisimpulkanbeberapahalsebagaiberikut. 1. Prosesperjanjiandamai RI dan GAM padatahun 2005melaluidiskusi yang panjang, setidaknya ada 5 putaran yang dilaluiputaranpertamaberlangsungpada 27-29 Januari 2005; putarankeduaberlangsungpada 21-23 Februari 2005; putaranketigaberlangsungpada 12-16 April 2005; putarankeempatberlangsungpada 26-31 Mei 2005; danputarankelimaberlangsungpada 12-17 Juli 2005.AkhirnyakesepakatanbersamaantaraPemerintah RI dan GAM yang dikenaldenganMoU Helsinki ditandatanganipada 15 Agustus 2005. 2. Setidaknyaadaduakategorimuatandakwahdalamperjanjiandamai RI dan GAM, yaitumuatan ibadah/syari’ah dan kesejahteraan/ekonomi. Ibdah/syariah ditunjukkan dengan berlakunya syariat Islam di Aceh dan terbentuknya qanun-qanun Syariat Islam yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dari segi kesejahteraan/ekonomi, pemerintah pusat memberikan otonomi secara khusus pada pemerintah Aceh untuk mengelola perekonomian daerah secara mandiri yang semuanya diatur dalam UUPA tahun 2006.   3. Bentuk-bentuk komunikasi dakwah yang terdapat MoU Helsinki, bila dikaji dari segi isi MoU tersebut maka terdapat dua bentuk komunikasi dakwah yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal berupa 
57  kesepakan yang terucap antara pihak RI dan GAM, seangkan komunikasi non verbal berupa sikap-sikap yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak sehingga terwujud perjanjian damai antara RI dan GAM.  B. Saran Berdasarkanpenarikankesimpulan di atas, makapenulismenyarankanbeberapahalsebagaiberikut: 1. Hasilpenelitianinidiharapkanmenjadimasukandanbahantambahandalammemahamiperkara-perkaraSyari’at Islam yang diamanahkanolehMoU Helsinki sehinggaperdamaian di Aceh tetapterjagadenganbaik. 2. Kepadapemerintah RI dan GAM hendaknyatetapkomitmendenganperjanjian yang telahdisepakatitanpaadaupaya-upayauntukmembangkitkankembalibenih-benihkonflik yang pernahterjadi di Aceh. 3. Kepadasegenapmasyarakat Aceh untukselalumenjagaperdamaian di Aceh sehinggaperdamaiandanpenegakansyariat Islam dapatterwujudsecarakaffah di Aceh. 
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  8 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia  dan Gerakan Aceh Merdeka1  Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskankomitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh,berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi damai sehingga damai antara pemerintah dan rakyatAceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalamnegara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konfliktersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunamitanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa salingpercaya. Nota Kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsipyang akan memandu proses transformasi.Untukmaksud ini Pemerintah RI dan GAMmenyepakatihal-hal berikut: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh  1.1 Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh 1.2 Partisipasi politik 1.3 Ekonomi 1.4 Peraturan perundang-undangan 2. Hak Asasi Manusia 3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat                                                           1Terjemahan resmi  ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yangdigunakan dalam bahasa Indonesia.Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. 
9  3.1 Amnesti 3.2 Reintegrasi ke dalam masyarakat 4. Pengaturan Keamanan 5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh 6. Penyelesaian Perselisihan Untuk lebih jelas dan lengkap tentang nota perjanjian antara pemerintah RI dan GAM dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.  
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